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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas kinerja Kantor Satuan 

Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan melalui 

Prinsip Value For Money. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. 

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan datanya. Data yang diminta 

berupa laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja dan 

Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan dan Laporan Realisasi Anggaran 

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten 

Pelalawan tahun 2019 dan 2020. Teknik analisis data yang dilakukan adalah 

analisis deskriptif. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa akuntabilitas kinerja Satuan Polisi 

Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan tahun 2019 dan 

2020 belum memenuhi prinsip value for money. Pada tahun 2019, ada 10 program 

dan 44 kegiatan yang dilakukan, namun tidak ada kegiatan yang memenuhi 3 

elemen value for money. Pada tahun 2020, terdapat 10 program dan 39 kegiatan 

yang dilakukan, namun hanya ada 3 dari 39 (7,70%) kegiatan yang memenuhi 3 

elemen value for money. Sebaiknya Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan 

Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan lebih serius dalam mengoptimalkan 

kegiatan yang sudah di tetapkan. Dengan demikian akuntabilitas kinerja intansi 

satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran kabupaten pelalawan belum 

memenuhi prinsip value for money. 

Kata Kunci : ekonomis, efisiensi, efektivitas, value for money, kinerja 
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ABSTRACT 

This study aims to analyze the performance accountability of the Kantor Satuan 

Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan through 

the principle of value for money. This research is qualitative research. This study 

uses a data collection technique. The data requested is in the form of a 

perfomence report of the government agencies of the Kantor Satuan Polisi 

Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan and a report on 

the realization of the budget for the departemen of Kantor Satuan Polisi Pamong 

Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan In 2019 and 2020. The 

data analysis technique used is descriptive analysis. 

The result of this study indicate that the accountability for the performance of the 

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten 

Pelalawan in 2019 and 2020 has not met the value for money principle. In 2019, 

there were 10 programs and 44 activities carried out, but none of the activities 

that met the 3 elements of value for money. In 2020, there were 10  program with 

39 activities carried out, only 3 out of 39 activities (7,70%) met the 3 elemets of 

value for money. It is better for the head of the Satuan Polisi Pamong Praja dan 

Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan to be more serious in optimizing the 

activities that have been determined. This, the accountability of the perfomence of 

the kantor satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran kabupaten 

pelalawan has not met the value for money principle. 

Keyword : economical, efficiency, effectiveness, value for money, performance. 
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BAB I PENDAHULUAN  

 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Pasca reformasi Indonesia mendorong beralihnya sistem penganggaran 

sejak dikeluarkanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, didukung oleh 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan dan 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah. Anggaran di 

berikan dengan tujuan terlaksananya standar pelayanan publik di berbagai daerah 

dan memanfaatkan sumber daya. Tujuan anggaran sendiri ialah sebagai alat untuk 

memonitoring kegiatan pemerintah dan perencanaan kegiatan pelaksanaan 

pelayanan publik dengan mengukur melalui satuan mata uang sekaligus juga 

sebagai pengendali terlaksananya kegiatan publik. Adanya asas otonomi ini 

ditunjukan untuk mempercepat tujuan dari daerah tersebut dengan terwujudnya 

daya saing yang tetap dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, 

keadilan, keistimewaan dan potensi dalam suatu daerah. 

Pemberian otonomi luar kepada daerah tujuanyan untuk mempercepat 

terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan cara peningkatan pelayanan, 

pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Pemerintah daerah diberikan 

kebebasan untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Kristanti (2016) 

mengatakan bahwa tugas umum pemerintah sebagai oranisasi sektor publik 

terbesar adalah untuk  menciptakan kesejahteraan masyarakat. Masyarkat, tidak 

dapat ditinjau dari kesejahteraan material saja dapat juga kita lihat dari non-
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material. Seperti kesehatan, pendidikan, pelayanan umum, pariwisata, 

fasilitas umum dan lain-lain merupakan beberapa faktor dari non material 

tersebut. 

Kinerja Pemerintah sangat menjadi sorotan bagi masyarakat. Tingginya 

kesadaraan dalam hal penyelenggaran administrasi publik sehingga sering menilai 

organisasi sektor publik sebagai inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana 

dan institusi yang selalu merugi. Masyarakat yang semakin cerdas dan kritis  dan 

dalam hal ini menuntut dilakukanya transparansi dan akuntabilitas publik oleh 

lembag-lembaga sektor publik. 

 Tuntutan masyarakat ini sesuai dengan  UU No.22 Tahun 1999 dan UU 

No.25 Tahun 1999 yang digunakan sebagai dasar serangkaian reformasi 

kelembagaan dalam menciptakan good governance yaitu pemerintah yang bersih, 

ekonomis, efektif, transparan, responsif dan akuntabel.  

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dapat dilihat 

dari anggaran pendapatan daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan 

pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembagunan, 

serta pemerataan dan keadilan dengan cara menengembangkan potensi yang 

dimiliki daerah masing-masing. Salah satu cara mengevaluasi kinerja keuangan 

dengan cara mempertimbangkan pengukuran/penilaian kinerja, mulai dari tahap 

perencanaan anggaran sampai tahap pelaksanaan anggaran dengan menggunakan 

konsep value for money. 
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Value for money (VFM) merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor 

publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi dan 

efektivitas (Mardiasmo, 2009). Ekonomi ialah (hemat/tepat guna) sering disebut 

pengelolaan secara hati-hati atau cermat (prudency) dan tidak ada pemborosan. 

Suatu kegiatan operasional dikatakan ekonomis jika dapat menghilangkan atau 

mengurangi biaya yang tidak perlu. Efisiensi (daya guna) memiliki hubungan erat 

dengan konsep produktivitas. Dan proses kegiatan operasional dapat dikatakan 

efisiensi apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan 

penggunaan sumber daya dan dana serendah-rendahnya (spending well). 

Efektivitas (hasil guna) berkaitan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. 

Kinerja dapat dikatakan telah efektivitas apabila proses kegiatan tersebut 

mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (spending wisely).  

Keterkaitan akuntabilitas dan transparansi pada penganggaran di Indonesia 

berperan penting tercapainya pemerintah yang baik yang biasa di sebut good 

governance. Selain akuntabilitas dan transparansi perencanaan dan penganggaran 

berjalan dengan baik dengan menggunakan konsep efisiensi, efektifitas dan 

ekonomis (Purnomo & Putri, 2018). 

Efisiensi merupakan komparasi antara output dan input (Mardiasmo, 2019), 

maksudnya ialah aktivitas dari segala kegiatan dan pelaksanaan program 

menggunakan anggaran secara efisien, dengan artian bahwa ketika kontribusi atas 

keluaran yang di peroleh memiliki kesetaraan dengan masukan yang kurang dari 

sama dengan keluaran. Efektif, efisien dan ekonomis merupakan elemen utama 

dari prinsip value for money dalam pengelolaan dikatakan baik ketika anggaran 
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tersebut mampu mengambarkan konsep seperti value for money 

(Purwiyanti, 2017).  

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah salah satu 

intansi pemerintah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dibidang 

kententraman dan ketertiban umum, penegakan peratuaran daerah serta 

penaggulangan kebakaran di Kabupaten Pelalawan. Satuan Polisi Pamong Praja 

dan Pemadam Kebakaran di Kabupaten Pelalawan memerlukan adanya 

pengukuran kinerja untuk memperoleh target kinerja secara menyeluruh dalam 

peleksanaan program.  

Penelitian ini akan mengenalisis kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan 

Pemadam Kebakaran di Kabupaten Pelalawan dengan mengunakan kosep Value 

For Money, terhadap beberapa aspek ekonomi, efisiensi dan efektivitas seluruh 

program kegiatan yang dilaksanakan sehingga dapat dilihat pada data 

akuntabilitas kerja instansi pemerintah. 

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah di 

tetapkan oleh Satua Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di Kabupaten 

Pelalawan. 
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Tabel 1. 1 

Anggaran dan Realisasi Belanja tahun 2019-2020 

Tahun  Anggaran  Realisasi Aanggaran  Capaian (%) 

2019 Rp. 18.735.566.080,- Rp.11.416,216,390,-  60,9 % 

2020 Rp. 13.684.051.043, 

 

Rp.11.594.890.413,- 84 % 

Sumber : LAKIP satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran 2019-2020 

Pendemi yang terjadi pada tahun 2019 memberikan dampak terhadap 

anggaran yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan sehingga 

terjadinya penurunan anggaran. Terlihat pada tabel di atas, anggaran belanja 

mengalami penurunan pada tahun 2019 dengan nilai anggaran Rp. 18.735.566.080 

dan tahun  2020 dengan nilai Rp.13.684.051.043. Namun, capaian kinerja 

meningkat di tahun 2019 terjadinya kebakaran pemukiman, hutan dan lahan 

sebanyak 357 kejadian di tahun 2020 sebanyak 196 kejadian. 

Tabel 1. 2 

Realisasi Anggaran Tahun 2019 

NO PROGRAM ANGGARAN REALISASI  

   KEUANGAN 

(Rp) 

% 

1.  Program 

Pelayanan 

Administrasi 

perkantoran  

Rp.4.326.943.0

00,- 

 

Rp.4.055.441.8

17,- 

93,16 

2.  Program 

Peningkatan 

Sarana dan 

Prasaranan 

Aparatur 

Rp.1.074.790.0

00,- 

 

Rp.825.029.467

,- 

76,76  

3.  Program 

Peningkatan 

Disiplin 

Aparatur 

Rp.536.971.000

,- 

Rp.476.026.100

,- 

88,65  

4.  Program 

Peningkatan 

 

Rp.186.916.000

 

Rp.185.816.000

99,41 



 

 

 

Kapasitas 

Sumber 

Daya 

Aparatur 

,- ,- 

5.  Program 

Perencanaan, 

Peningkatan, 

Pelaporan 

Capaian 

Kinerja dan 

Keuangan 

Perangkat 

Daerah. 

 

Rp.9.880.000,- 

 

Rp.9.880.000,- 

100.00 

6.  Program 

Peningkatan 

Keamanan 

dan 

Kenyamanan 

Lingkungan 

 

Rp.3.305.564.0

80,- 

 

Rp.3.165.959.7

48.00,- 

95,78 

7.  Program 

Pembinaan 

dan 

Pengembang

an Aparatur 

 

Rp.505.565.000

,- 

 

Rp.463.190.000

,- 

91,62 

8.  Program 

Pembinaan 

Hukum dan 

Peraturan 

Perundang-

undangan 

 

Rp.598.850.000

,- 

 

Rp.591.345.178

,- 

98,75 

9.  Program 

Pencegahan 

dan 

Penanggulan

gan 

Kebakaran 

Hutan dan 

Lahan 

 

Rp.296.785.000

,- 

 

Rp.207.349.000

,- 

69,87 

10.  Program 

Pencegahan 

dan 

Penanggulan

gan 

Kebakaran 

Hutan 

 

Rp.7.893.302.0

00,- 

 

Rp.1.436.179.0

80,- 

18,19  

 JUMLAH 

TOTAL  

Rp.18.735.566.

080,- 

Rp.11.416.216.

390,- 

83,21 

Sumber: LAKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di 

Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 
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Presentase program dengan nilai di bawah 80% merupakan masalah, 

karena tidak mencapai target ekonomis, efisiensi dan efektivitas menurut 

konsep value for money  dapat diliat pada tabel 1.2, terdapat 2 program yang 

menunjukan presentase dibawah ( 80% ) yaitu Program Pencegahan dan 

Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan dengan presentase (69,87%) 

dan Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dengan 

presentase (18,19%).  

Program yang mencapai realisasi anggaran tertinggi pada tahun 2019 

adalah Program Perencanaan, Peningkatan, Pelaporan Capaian Kinerja dan 

Keuangan Perangkat Daerah dengan presentase ( 100%) dan presentase 

program dengan realisasi anggaran terendah di tahun 2019 adalah Program 

Pencegahan Penanggulangan Kebakaran Hutan (18,19%). 

Tabel 1. 3 

Realisasi Anggaran Tahun 2020 

NO PROGRAM ANGGARAN REALISASI  

   KEUANGAN 

(Rp) 

% 

1.  Program 

Pelayanan 

Administrasi 

perkantoran  

 

Rp.4.218.226.1

51,- 

 

Rp.3.921.405.

955,- 

92,96 

2.  Program 

Peningkatan 

Sarana dan 

Prasaranan 

Aparatur 

 

Rp.532.634.730

,- 

 

Rp.520.236.11

0,- 

97,67 

3.  Program 

Peningkatan 

Kapasitas 

Sumber Daya 

 

Rp.170.062.500

 

Rp.131.637.50

77,41 



 

 

 

Aparatur ,- 0,- 

4.  Program 

Perencanaan, 

Peningkatan, 

Pelaporan 

Capaian 

Kinerja dan 

Keuangan 

Perangkat 

Daerah. 

 

Rp.12.891.000,- 

 

Rp.9.880.000,

- 

76,64 

5.  Program 

Peningkatan 

Ketertiban 

Umum dan 

Ketentraman 

Masyarakat   

 

Rp.3.630.554.4

00,- 

 

Rp.3.165.959.

748,- 

87,20 

6.  Program 

Peningkatan 

Keamanan 

dan 

Kenyamanan 

Lingkungan  

 

Rp.165.870.000

,- 

 

Rp.153.121.00

0,- 

92,31 

7.  Program 

Pembinaan 

dan 

Pengembanga

n Aparatur  

 

Rp.505.130.000

,- 

 

Rp.497.567.60

0,- 

98,50 

8.  Program 

Pembinaan 

dan Peraturan 

Perundang-

undangan  

 

Rp.653.610.000

,- 

 

Rp.646.583.20

0,- 

98,92 

9.  Program 

Pencegahan 

dan 

Penanggulang

an Kebakaran 

Hutan dan 

Lahan 

 

Rp.207.080.000

,- 

 

Rp.207.349.00

0,- 

100,1

3 

10.  Program 

Pencegahan 

dan 

Penanggulang

an Kebakaran 

Hutan  

 

Rp.3.587.992.2

62,- 

 

Rp.2.341.150.

300,- 

65,25  
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 JUMLAH 

TOTAL 

Rp.13.684.051.

043,- 

 

Rp.11.594.890

.413,- 

78,84  

Sumber : LAKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di 

Kabupaten Pelalawan Tahun 2020 

Berdasarkan tabel 1.3, pada tahun 2020 ditemukan program kinerja yang di 

bawah (80%) sebanyak 3 program yaitu Program Peningkatan Kapasitas Sumber 

Daya Aparatur (77,41%), Program Perencanaan, Peningkatan, Pelaporan Capaian 

Kinerja Dan Keuangan Perangkat Daerah (76,64%)  dan Program Pencegahan 

Dan Penaggulangan Kebakaran Hutan (65,25%). Dengan nilai rata-rata capaian 

kinerja Pada tahun 2020 dengan presentase (78,84%) menunjukan penurunan dari 

tahun sebelumnya sehingga rata-rata keseluruhan program kinerja  tidak 

mencapai target.  

Program yang mencapai realisasi anggaran tertinggi pada tahun 2020 

adalah Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan 

dengan presentase ( 100,13%) dan untuk program dengan realisasi anggaran 

terendah di 2020 adalah Program Pencegahan dan Penaggulangan Kebakaran 

Hutan dengan presentase (65,25). 

Pencapaian kinerja pada Tahun 2019 dan 2020 pada Satuan Polisi Pamong 

Praja dan Pemadam Kebakaran di Kabupaten Pelalawan terdapat 10 program 

yang dijalankan yaitu, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program 

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin 

Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program 

9 
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Perencanaan, Peningkatan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 

Perangkat Daerah, Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan 

Lingkungan, Program pembinaan dan Pengembangan Aparatur, Program 

Pembinaan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan, Program Pencegahan 

dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan dan Program Pencegahan dan 

Penanggulangan Kebakaran Hutan. 

 Dari 10 program di atas yang dijalankan di Tahun 2019 ditemukan 2 

program dan Tahun 2020 ditemukan 3 program yang belum mencapai sasaran. 

Dan untuk tahun 2020 program kinerja secara keseluruhan tidak mencapai target. 

Yang terlihat pada tabel 1.2 dan 1.3, hal ini disebabkan oleh minimnya peyerapan 

dana anggaran kegiatan/program sehingga diperlukan pengukuran komprehensif. 

Maka, diperlukanya konsep Value for Money untuk melakukan pengukuran 

kinerja keuangan pada Satun Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di 

Kabupaten Pelalawan. 

Sehingga peneliti ingin meneliti kinerja keuangan pada kantor satuan polisi 

pamong praja dan Pemadam Kebakaran di Kabupaten Pelalawan sudah 

terealisasikan dengan konsep value for money yaitu ekonomis, efektif dan efisien 

sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dangan mengajukan judul 

“Analisis value for money Pada Kinerja Keuangan Kantor Satuan Polisi 

Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran di Kabupaten Palalawan”.  
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di jelaskan di atas, Maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : “Bagaimana kinerja keuangan pada 

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dari sisi Value For Money 

yang meliputi aspek ekonomis, efisiensi dan efektivitas ?” 

1.3 Tujuan Penelitian  

Dalam penelitian “Analisis Value  For Money pada kinerja Keuangan pada 

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di  Kabupaten  

Pelalawan” bertujuan: Mengetahui kinerja keuangan ditinjau dari sisi Value For 

Money meliputi aspek ekonomi, efisiensi dan efektifitas. 

1.4 Manfaat Penelitian   

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1.  Penulis  

Hasil penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan dan menjadi 

wahana dalam menerapkan ilmu yang telah dipelajari khususnya mengenai 

analisis kinerja keuangan dengan pendekatan value for money. 

2. Pemerintah 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi sekaligus umpan 

balik mengenai pengukuran Kinerja Keuagan Satuan Polisi Pamong Praja 

dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan program/ kegiatan di masa 

depan dapat berjalan ekonomis, efisien dan efektif. 

3. Peneliti yang sama  
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Hasil penelitian ini dapat digunakan sumber bacaan dan meberi tambahan 

pengetahuan khususnya dalam mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan 

analisis kinerja keuangan melalui pendekatan value for money. 

1.5 Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

BAB I :  PENDAHULUAN  

Bab pendahuluan ini menguraikan secara singkat mengenai isi 

laporan penelitian di wilayah kantor Satuan Polisi Pamong Praja 

dan Pemadam Kebakaran di Kabupaten Pelalawan yang meliputi 

latar belakang masalah , perumusan masalah, tujuan, manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan mengenai penelitian terdahulu, teori-teori 

yang di peroleh dari studi pustaka yang berasal dari berbagai 

literatur mengenai value for money untuk selanjutnya sebagai 

landasan pembahasan serta pemecahan masalah. 

BAB III :  METODE PENELITIAN  

Bab ini berisi tentang uraian yang berkaitan dengan kerangka 

proses berpikir, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, 

batasan dan asumsi penelitian, unit analisis, teknik pengumpulan 

data serta teknik analisis data serta teknik analisis data. 

 



 

 

 

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Dalam bab ini menjelaskan tentang analisis dari hasil observasi 

penelitian untuk menjawab bagaimana kinerja keuangan Satuan 

Polisi Pamong Praja tahun 2019 - 2020 agar dalam menganalisis 

data lebih ekonomis, efisien dan efektif dalam pengambilan 

keputusan. 

BAB V:  SIMPULAN DAN SARAN  

  Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian 

peneliti tentang analisi value for money pada kinerja keuangan 

kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di 

KabupatenPelalawan.
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BAB II TELAAH PUSTAKA DAN 

HIPOTESIS 

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Value For Money 

1.1.1 Pengertian Value for Money 

Menurut Mardiasmo (2018) Value For Money konsep yang digunakan 

dalam suatu organisasi sektor publik yang dikelola berdasarkan tiga komponen 

utama yiatu ekonomi, efisiensi dan efektivitas.Sedangkan, Menurut Arisaudi 

(2016) value For Money ialah sebagai tolak ukur dalam menilai kinerja organisasi 

sektor publik yang berdasarkan pada pengukuran ekonomis, efisiensi, dan 

efektivitas. Sedangkan,  Menurut Halim et al (2014) Value For Money merupakan 

konsep dalam mengukur kinerja dari program, kegiatan serta organisasi apakah 

telah ekonomis. 

Dimana pengertian masing-masing tersebut adalah :  

a. Ekonomis  

Menurut Mardiasmo (2018) ekonomi merupakan kegiatan pembelian barang serta 

jasa dengan harga terbaik yang di mungkinkan (spending less) dan memiliki 

kualitas tertentu. Dalam pengertian ekonomi sendiri bisa disebut pengunaan dana 

yang hemat atau tepat guna dan kehematan tersebut dalam mengelola secara hati-

hati atau cermat (prudency) serta tidak menimbulkan pemborosan. Sedangkan, 

Menurut Sari R. Et al (2015) “ ekonomis, merupakan perolehan masukan (input) 

dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah.” ekonomis 

erupakan perbandingan input dengan kualitas tertentu dengan input value yang 
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dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi juga megetahui sejauh mana 

organisasi-organisasi sektor publik dapat meminimalisir input resources yang 

digunkan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros serta tidak produktif. 

Ekonomis sendiri memiliki arti yaitu sumber daya input seharusnya digunakan 

secara hemat dengan cara mengunakan harga yang rendah namun memiliki 

kualitas yang baik. Indikator dari ekonomis ialah input.  

b. Efisiensi  

Suatu program diikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja 

tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana serendah-

rendahnya (spending well).  

Menurut Mardiasmo (2018) Efisiensi berhubungan erat dengan konsep 

produktifitas.” 

Maknanya ialah bahwa efisiensi sendiri ketika sumber daya dalam unit 

organisasi menghasilkan kinerja yang produktif yakni berjalan dengan sesuai 

dengan tujuan organisasi dan tidak terdapat pengeluaran yang boros. Pengukuran 

pada efisien sendiri dilakukan dengan membandingkan antara output yang di 

hasilkan dengan input yang telah digunakan (cost output). 

Indikator pada efisiensi mengambarkan hubungan antara masukan dan 

sumber daya oleh suatu organisasi (misalnya: staf, upah, biaya administrasif) dan 

keluaran yang dihasilkan. 

c. Efektivitas  

Menurut Mardiasmo (2018) efektivitas ialah hubungan dalam mencapai 

tujuan dan hasil berupa kebijakan yang memiliki terget tertentu. Efektivitas juga 
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dapat dikaitkan antara output berupa keluaran dan tujuan serta sasaran yang perlu 

dicapai. Aktivitas operasional dapat dikatakan efektif apabila kegiatan yang 

dilakukan mencapai target dari suatu kebijakan (spending wisely). Kinerja 

organisasi sendiri dapat dikatakan baik jika, semakin besar kontribusi output yang 

dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran maka semakin efektif kerja 

dari suatu unit organisasi. 

2.1.2 Indikator Value For Money  

 Indikator kinerja berperan dalam menyediakan informasi sebagai bagian 

dari pertimbangan sebelum mengambil keputusan.  

 Menurut Mardiasmo (2009) Indikator value for money dibagi menjadi dua 

bagian yaitu : 

1. Indikator alokasi biaya ( ekonomi dan efisiensi) 

2. Indikator kualitas pelayanan (efektivitas) 

 Indikator kinerja dapat dimanfaat kan dari pihak internal dan eksternal. Bagi 

pihak internal dapat meningkatkan kualitas serta kuantitas pelayanan publik 

dengan efisiensi biaya. Dengan kata lain indikator kinerja dapat memberikan 

petunjuk serta perhatian dalam melakukan perbaikan. Sedangakan, pihak eksternal 

menggunakan indikator kinerja guna untuk mengawasi serta sebagai sumber 

informasi dalam mengukur akuntabilitas publik. Indikator publik juga membantu 

para manajer publik dalam melihat tingkat pencapaian publik program dan dapat 

mengidentifikasi masalah yang akan datang.  

2.1.3 Tujuan Value For Money  

Menurut Mardiasmo (2009) “Tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat 
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mencakup pertanggung jawaban mengenai pelaksanaan Value For Money, yaitu 

ekonomis: (hemat cermat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien 

(berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaanya 

diminimalkan dan hasilnya di maksimalkan (maximizing benefit and minimizing 

costs), serta efektif (berhasil guna dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.” 

 Dapat disimpulkan dari tujuan di atas bahwa penerapan Value For Money 

dalam pengukuran kinerja organisasi sektor publik sanggat membantu dalam suatu 

insatansi pemerintah tujuanya agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik 

dengan sesuai sasaran hal ini untuk mendorong terciptanya pelayanan yang baik 

dengan sumber daya yang ekonomis, efektif dan efisien. 

Tujuan lain yang dikehendaki terkait penerapan Value For Money ialah  

1. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, maksudnya ialah pelayanan 

yang diberikan tepat sesuai sasaran. 

2. Meningkatkan mutu pelayanan publik. 

3. Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan 

terjadinya penghematan dalam penggunaan input. 

4. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik. 

5. Meningkatkan kesadaran akan uang publik sebagai akar pelaksanaan 

akuntabilitas publik. 

2. Gambaran Skematis 

Secara skematis, Value For Money dapat digambarkan sebagai berikut : 
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Gambar 2. 1 

Alur Pengukuran Value For Money 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(Mardiasmo, 2018) 

2.1.4 Langkah- Langkah Pengukuran Value For Money  

  Dalam mengukur kinerja dengan metode Value For Money, langkah –

langkah dalam melakukan pengukuran adalah sebagai berikut : 

1. Pengukuran Ekonomis  

Pengukuran ekonomis ini hanya mempertimbangkan masukan yang di 

gunakan. Ekonomi merupakan ukuran relatif. Pertanyaan seputar 

pengukuran ekonomis adalah sebagai berikut. 

a. Apakah biaya organisasi lebih besar dari yang telah dianggarkan oleh 

organisasi? 

Value For Money 

NILAI 

Input  Input  proses Output  outcome Tujuan  

EKONOMI  EFISIENSI  EFEKTIVITAS  

Cost effectiveness 



19 
 

 

 

b. Apakah biaya organisasi lebih besar dari pada biaya organisasi lain 

yang sejenis? 

c. Apakah biaya organisasi telah menggunakan sumber daya 

finansialnya secara optimal? 

Menurut Mardiasmo (2018) elemen ekonomi diukur dengan 

membandingkan input atau masukan dengan input value yang dinyatakan dalam 

satuan rupiah. 

 

𝑒𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑠 =
𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡

𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡
× 100%  

Keterangan :  

Input        : Realisasi Anggaran  

 Anggaran input yang dimaksud adalah angka realisasi yang 

dikeluarkan pada setiap kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Satuan 

Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di Kabupaten 

Pelalawan. 

Nilai input   : Anggaran  

 Angka nilai inpt yang dimaksud adalah angka target anggaran yang 

ditetapkan sebelumnya pada rancangan Kinerja Kantor Satuan 

Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di Kabupaten 

Pelalawan. 
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Tabel 2. 1 

Kriteria Ekonomis 

Presentase Pengukuran   Kriteria  

<100% Ekonomis atau sangat ekonomis  

=100% Ekonomis berimbang 

>100% Tidak ekonomis  

Sumber : Mahsun (2013) 

2. Pengukuran Efisiensi  

Efisiensi dapat diukur deng 

an rasio antara output dengan input. Apabila semakin besar output 

dibandingkan input, maka semakin tinggi tingkat Efisiensi suatu organisasi. 

Menurut Mardiasmo (2018) Adapun elemen efisiensi diukur dengan 

membandingkan output dengan input yang kemudian dihubungkan dengan target 

yang sudah ditentukan. 

 

𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 =
𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡

𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡
× 100% 

 

Keterangan :  

Output : Presentase capaian fisik dari program  

Angka output yang dimaksud dalah presentase capaian fisik dari 

program-program yang dilakukan oleh Kantor Satuan Polisi Pamong 

Praja dan Pemadam Kebakaran di Kabupaten Pelalawan. 

Input   : Presentase keuangan program  
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Angka input yang dimaksud adalah presentase keuangan yang 

dikeluarkan untuk melaksanakan program-program dari Kantor Satuan 

Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di Kabupaten Pelalawan. 

Tabel 2. 2 

Kriteria Efisiensi 

Presentase Pengukuran  Kriteria  

<100% Tidak efisien 

=100%  Efisien  berimbang 

>100% Efisien atau sanggat efisien 

Sumber : Mahsun (2013) 

3. Pengukuran Efektivitas  

Menurut Mardiasmo (2018) Efektivitas suatu organisasi diukur dengan 

membandingkan outcome dan output. Efektivitas ini dapat menentukan 

keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Efektivitas ialah 

perbandingan antara output dan outcome. Apabila suatu organisasi mampu 

mencapai tujuanya, maka organisasi tersebut dinyatakan telah melaksanakan 

program dengan efektif. Efektivitas hanya menilai apakah suatu 

program/kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. efektivitas 

juga mengambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan 

pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang 

ditetapkan. 
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𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 =
𝑜𝑢𝑡𝑐𝑜𝑚𝑒

𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡
× 100% 

 

 

Keterangan :  

Outcome : Capaian Kinerja  

Angka outcome yang dimaksud adalah realisasi yang telah 

dicapai akibat pelaksanaan program atau kegiatan  

Output     : Target Kinerja  

Angka output yang dimaksud adalah rencana output dari 

program-program yang dilaksanakan oleh Kantor Satuan Polisi 

Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di Kabupaten 

Pelalawan. 

Tabel 2. 3 

Kriteria Efektivitas 

 

Presentase Pengukuran  Kriteria  

<100% Tidak Efektif  

= 100% Efektif Berimbang 

>100% Efektif atau Sangat Efektif 

Sumber : Mahsun  (2013) 

 

2.2 Kinerja Keuangan 

 

2.2.1  Pengertian kinerja dan Pengukuran Kinerja  

    Kinerja suatu organisasi dinilai baik jika organisasi yang terkait mampu 

melaksanakan tugas-tugas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

pada standar yang tinggi dengan biaya yang rendah. Karena value for money 
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merupakan salah satu cara mengukur kinerja keuangan, maka menurut 

Mohammad Mahsun (2012) kinerja adalah mengenai suatu gambaran dari tingkat 

pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program serta kebijakan dalam mencapai 

sasaran, tujuan misi dan visi oraganisasi yang tertuang dalam perumusan skema 

strategi (strategic planning). Menurut Amir dalam (Masrukin, Hubies, & 

Wijayanto, 2018) berpendapat bahwa kinerja adalah perilaku atau kegiatan yang 

ditampilkan oleh seseorang dalam kaitanya dengan tugas kerja di perusahaan, 

departemen, atau organisasi, dilaksanakan sesuai dengan potensi yang 

dimilikinya, dalam rangka menghasilkan sesuatu yang bermakna bagi oraganisasi, 

masyarakat luas atau bagi diri sendiri. 

 Istilah kinerja sendiri sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat 

keberhasilan individu ataupun kelompok individu. Kinerja dapat diketahui hanya 

jika individu atau kelompok individu mempunyai kriteria keberhasilan yang telah 

ditetapkan. Kriteria –kriteria ini juga berupa tujuan dari individu atau kelompok 

individu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau 

organisasi tidak mungkin berjalan karena tidak memiliki tujuan atau pencapaian 

dari individu atau kelompok individu. Menurut Fahmi (2014), mengatakan bahwa 

kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk mengetahui sejauh 

mana perusahaan telah melaksanakan dengan aturan-aturan pelaksanaan keuangan 

secara baik dan benar. Seperti halnya dalam membuat laporan keuangan harus 

memenuhi standar ketentuan yang berlaku dalam akuntansi yaitu SAK (Standar 

Akuntansi Indonesia) atau GAAP (generally Accepted Accounting Principles) dan 

lainnya (Sipahelut, Murni & Rate 2017). 
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Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan 

suatu kondisi yang harus diketahui oleh pihak tertentu sebagai tingkat 

keberhasilan pencapaian dari suatu organisasi yang sejalan dengan visi yang ada 

pada suatu organisasi. Serta kinerja dapat menjelaskan bagaimana keadaan 

keuangan dalam suatu instansi atau perusahaan berdasarkan tujuan dan standar 

yang tepat menjadi target sebelumnya.  

2.2.2  Pengertian Pengukuran Kinerja  

Dalam mengukur pencapaian atau keberhasilan dalam suatu organisasi harus 

dicatat dan diukur. Pengukuran ini tidak hanya dilakukan dengan input (masukan) 

program, tetapi juga keluaran-manfaat dari program tersebut. 

Menurut Sari R et. al. (2015) “ Pengukuran kinerja sangat penting untuk 

menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan 

publik yang lebih baik, akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukan 

bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan 

menunjukan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, 

efisien dan efektif.” akuntabilitas pimpinan publik dapat dikatan berhasil apabila 

output yang dihasilkan dapat dirasakan oleh masyarakat dengan tindakan nyata 

yang dapat meningkatkan kesejahteraan pada suatu organissasi. 

Adanya pengukuran kinerja maka kita dapat mengetahui pengambilan 

keputusan yang seperti apa yang tepat dan objektif. Dari beberapa definisi para 

ahli, dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja keuangan merupakan suatu 

metode atau alat yang digunakan dalam mencatat dan menilai seberapa besar 
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pencapaian kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi sehingga dapat 

diketahui seberapa besar kualitas pengambilan keputusan, kemajuan suatu unit 

organisasi dan akuntabilitas. 

2.2.3 Tujuan Pengukuran Kinerja  

Suksesnya suatu unit organisasi, program dan kegiatan dapat diukur dengan 

pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja diperlukan untuk menilai tingkat 

besarnya penyimpangan antara kinerja aktual dan kinerja yang diharapkan.  

Menurut Mardiasmo (2018) tujuan sistem pengukuran kinerja adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik (top down dan bottom 

up) 

2. Untuk mengukur kinerja finansial dan non finasial secara berimbang 

sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi. 

3. Untuk mengkomodasi pemahaman kepentingan manajer level menegah dan 

bawah serta untuk mencapai goal congruence. 

4. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual 

dan kemampuan kolektif yang rasional. 

2.2.4 Manfaat Pengukuran Kinerja 

Tercapainya misi sektor publik pengukuran kinerja berguna untuk 

megetahui seberapa suksesnya kinerja atau program yang telah dibuat. Sementara 

dari prespektif internal organisasi, pengukuran kinerja juga sanggat bermanfaat 

untuk membantu kegiatan manajerial keorganisasian. 
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Menurut Mardiasmo (2012) Pengukuran Kinerja bertujuan : 

a. Memberikan pemahaman mengenai ukuran guna untuk mengukur kinerja 

manajemen. 

b. Memberikan arah dalam mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan. 

c. Untuk mengevaluasi pada proses pencapaian kinerja dan membandingkanya 

dengen sasaran kinerja dan melakukan tindakan korektif dalam hal 

memperbaiki kinerja. 

d. Sebagai dasar memberikan penghargaan dan hukuman (reward) dan 

(punishment) secara objektif dalam pencapaian prestasi yang telah diukur 

sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang sudah disepakati. 

e. Sebagai alat komunikasi pada bawahan serta pimpinan sebagai acuan dalam 

mengevaluasi kinerja organisasi maupun program kegiatan. 

f. Membantu mengidentifikasi terhadap kepuasan pelenggan yang terpenuhi. 

g. Membantu dalam memehami proses dilaksanakan kegiatan instansi 

pemerintah. 

h. Memastikan bahwa dalam pengambilan keputusan telah dilakukan secara 

objektif.  

Dari manfaat pengukuran kinerja diatas, dapat disimpulkan pengukuran 

kinerja sektor publik memiliki dua fungsi utama dan saling terkait yaitu sumber 

pembelajaraan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan serta 

pendorong akuntabilitas dan transparansi sebagai bagian dari tuntutan hukum. 

Efriyanti, Anggraini dan Fiscal (2012), mengatakan manfaat dari penilaian 

kinerja keuangan adalah :  
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1. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan. 

2. Selain digunakan untuk melihat kinerja oerganisasi secara keseluruhan, 

maka pengukuran kinerja juga dapat digunakan untuk menilai kontribusi 

suatu bagian dalam pencapaian tujuan secara keseluruhan. 

3. Dapat digunakan sebagai dasar penentu startegi perusahaan untuk masa 

yang akan datang. 

4. Memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan organisasi 

pada umumnya dan divisi atau bagian organisasi pada khususnya. 

5. Sebagai dasar penentu kebijakan penanaman modal agar dapat 

meningkatkan efisiensi dan produktivitas organisasi. 

2.2.5 Aspek-Aspek Pengukuran Kinerja  

 Menurut Mohammand (2009), Pengukuran Kinerja memiliki Aspek-Aspek 

sebagai berikut: 

1. Masukan (input) : segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan 

kegiatan dapat berjalan dan mengahsilkan keluaran. 

2. Proses (process) : ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketetapan, 

maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. 

3. Keluaran (output) : sesuatu yang diharapkan langsung dapat dari suatu 

kegiatan yang dapat berwujud (tangible) maupun tidak berwujud ( 

intagible). 

4. Hasil (outcome) : segala sesuatu yang mencerminkan berfungsi keluaran 

kegiatan pada jangka menengah yang mempunyai efek langsung. 
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5. Manfaat (benefit) : sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari 

pelaksanaan negative. 

6. Dampak (impact) : pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif.  

( Repowatu & Tirayoh, 2016). 

2.2.5 faktor Penentu Keberhasilan Pengukuran Kinerja  

Keberhasilan sektor publik tentu saja berdampak baik bagi unit organisasi 

tersebut untuk menetukan keberhasilan tersebut maka harus adanya pengendalian 

kinerja salah satu cara untuk mengendalikan kinerja ialah dengan melakukan 

pengukuran kinerja. Dalam pengukuran kinerja tentunya harus tepat dan ada 

faktor yang memicu keberhasilan dalam pengukuran kinerja.  

Menurut Bastian (2006) agar pengukuran kinerja dapat dilaksanakan dengan 

baik, perlu diperhatikan sebagai berikut: 

1. Membuat suatu komitmen untuk mengukur kinerja dan memulainya dengan 

segera. 

2. Perlakuan pengukuran kinerja sebagai suatu proses yang berkelanjutan (on-

going process). 

3. Sesuaikan proses pengukuran kinerja dengan organisasi. 

 Sektor publik merupakan sektor yang mengalami tekanan untuk terus dapat 

meningkatkan kegiatanya dan memberikan produk layanan secara lebih efisien 

dan dapat mengurangi biaya yang ditimbulkan untuk pembayaran pajak. 

2.2.6 Kendala Pengukuran Kinerja  

Pengukuran kinerja merupakan mencatat dan mengukur pencapaian dalam 

pelaksanaan kegiatan dengan tujuan menilai keberhasilan dalam kinerja. Namun 
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untuk melakukan pengukuran kinerja tentunya terdapat kendala dalam 

pengukuranya. 

Menurut Bastian (2006) kendala pengukuran kinerja sektor publik antara 

lain: 

1. Tujuan organisasi bukan memaksimalkan laba. 

2. Sifat output adalah kualitatif, intangible dan indirect. 

3. Antara input dan output tidak mempunyai hubungan secara langsung 

(discretionary cost center). 

4. Sehingga memerlukan instrument pengganti mekanisme pasar. 

5. Berhubungan dengan kepuasan pelanggan (masyarakat). 

Organisasi sektor publik tidak hanya menggunakan ukuran laba untuk 

mengukur keberhasilan organisasi karena memang tujuan organisasi sektor pubik 

bukan untuk memperoleh laba akan tetapi untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Dan, output organisasi sektor publik pada umumnya bersifat 

intangible dan indirect yang menjadi kendala tersendiri dalam melakukan 

pengukuran kinerja.  

 

2.3  Hipotesis  

 

Berdasarkan telaah pustaka diatas, maka peneliti dapat menarik hipotesis 

yaitu Akuntabilitas Kinerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam 

Kebakaran di Kabupaten Pelalawan belum memenuhi prinsip value for money.
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BAB III METODE PENELITIAN 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian  

 Penelitian ini menggunakan tekhnik deskriptif dengan Desain Penelitian 

Kualitatif. Penelitian yang merupakan data yang disusun sedemikian rupa 

kemudian di analisis berdasarkan teori-teori yang relevan dengan permasalahan 

untuk mengambil kesimpulan dan saran. Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan kondisi dari kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam 

Kebakaran kabupaten Pelalawan jika ditinjau menggunakan konsep Value For 

Money dengan mengumpulkan dan menyajikan data yang diterima dari kantor 

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan 

berupa laporan keuangan 2019-2020 sehingga penulis mendapat gambaran yang 

jelas untuk menganalisis serta membandingkan dengan teori yang ada 

3.2 Objek Penelitian  

 Objek penelitian ini adalah laporan Kinerja Keuangan Satuan Polisi Pamong 

Praja dan Pemadam Kebakaran  di Kabupaten Pelalawan, Jalan Pamong Praja 

No.1, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Riau. Peneliti melakukan 

penelitian pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 

Kabupaten Pelalawan karena peneliti ingin mengetahui kinerja keuangan pada 

SatuanPolisiPamong 

Praja dan Pemadam Kebakaran di Kabupaten Pelalawan telah ekonomis, efisien 

dan efektif. 
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3.3 Definisi Variabel Penelitian  

Variabel dalam penelitian ini adalah Value for Money. Value for Money 

sendiri merupakan konsep pengukuran kinerja organisasi sektor publik 

berdasarkan tiga elemen yaitu ekonomis, efisiensi dan efektivitas. 

1. Pengukuran Ekonomis  

Pegukuran ekonomis memiliki pengertian bahwa dalam memperoleh 

sumber daya input sebaiknya dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga 

yang lebih rendah (sepending less) atau harga yang mendekati harga pasar. Suatu 

kegiatan dikatakan ekonomis apabila dapat menghilangkan atau mengurangi biaya 

yang tidak perlu. 

Menurut Mardiasmo (2018) Tingkat ekonomis dapat dihitung menggunakan 

rumus : 

𝐸𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑠 =
𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡

𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡
× 100% 

 

Keterangan :  

Output : Presentase capaian fisik dari program  

Angka output yang dimaksud dalah presentase capaian fisik dari 

program-program yang dilakukan oleh Kantor Satuan Polisi Pamong 

Praja dan Pemadam Kebakaran di Kabupaten Pelalawan. 

Input   : Presentase keuangan program  
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Angka input yang dimaksud adalah presentase keuangan yang dikeluarkan untuk 

melaksanakan program-program dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan 

Pemadam Kebakaran di Kabupaten Pelalawan 

Tabel 3. 1 

Kriteria Ekonomis 

Presentase pengukuran  Kriteria  

<100% Ekonomis atau sangat ekonomis 

=100% ekonomis berimbang 

>100% Tidak ekonomis 

Sumber :Mahsun (2013) 

2. Efisiensi  

Efisiensi menyangkut pencapaian output maksimum dengan input tertentu 

(Puriwiyanti, 2017). Efisiensi juga mengambarkan perbandingan antara besarnya 

biaya yang dikeluarkan untuk dapat memperoleh pendapatan dengan realisasi 

pendapatan yang diterima. 

Menurut Mardiasmo (2018) tingkat efektifitas dapat dihitung menggunakan 

rumus : 

 

𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 =
𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡

𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡
× 100% 

Keterangan :  

Output : Presentase capaian fisik dari program  

Angka output yang dimaksud dalah presentase capaian fisik dari 

program-program yang dilakukan oleh Kantor Satuan Polisi Pamong 

Praja dan Pemadam Kebakaran di Kabupaten Pelalawan. 

Input   : Presentase keuangan program  
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Angka input yang dimaksud adalah presentase keuangan yang 

dikeluarkan untuk melaksanakan program-program dari Kantor Satuan 

Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di Kabupaten Pelalawan 

Tabel 3. 2 

Kriteria Efisiensi 

 

Presentase pengukuran  kriteria 

<100% tidak efisien 

=100% efisien berimbang 

>100% efisien atau sangat efisien 

Sumber : Mahsun  (2013) 

3. Efektivitas  

Efektivitas (berhasil guna) dalam artian mencapai sasaran atau tujuan, 

efektivitas erat kaitanya dengan tingkat pencapaian hasil program dengan target 

yang telah ditetapkan. Kegiatan operasional dapat dikatakan efektif (berhasil 

guna) apabila proses kegiatan tersebut mencapai tujuan dan sasaran akhir 

kebijakan. 

Menurut Mardiasmo (2018) tingkat efektivitas dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus : 

 

𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 =
𝑜𝑢𝑡𝑐𝑜𝑚𝑒

𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡
× 100% 

 

Keterangan :  

Outcome : Capaian Kinerja  



34 
 

 

Angka outcome yang dimaksud adalah realisasi yang telah 

dicapai akibat pelaksanaan program atau kegiatan  

Output     : Target Kinerja  

Angka output yang dimaksud adalah rencana output dari 

program-program yang dilaksanakan oleh Kantor Satuan Polisi 

Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di Kabupaten 

Pelalawan 

Tabel 3. 3 

Kriteria Efektivitas. 

Presentase Pengukuran  Kriteria 

<100% Tidak Efektif 

=100% Efektif berimbang 

>100% efektif atau sangat efektif  

Sumber : Mahsun  (2013) 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

Jenis Data yang digunakan didalam penelitian ini adalah data Primer. Data 

Primer yaitu data-data yang sudah tersedia dalam bentuk laporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang diperoleh secara langsung tanpa 

prantara dan tidak dipublikasikan ke khalayak umum. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah laporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam 

Kebakaran Kabupaten Pelalawan dan literatur jurnal dengan analisis Value For 

Money sebagai penunjang dalam penelitian ini. 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini ialah dengan analisis 

dokumen, dengan cara mengumpulkan informasi berupa dokumen, buku-buku, 

jurnal atau sumber data tertulis lainnya seperti teori, laporan penelitian, atau 

penemuan sebelumnya. 

Laporan penelitian ini peneliti dapatkan dari laporan kinerja instansi 

pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2019 dan 

2020. 

3.6 Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif. Deskriptif yaitu teknik analisis yang mendeskripsikan atau 

megambarkan data yang telah dikumpulkan secara kuantitatif bedasarkan Value 

for Money. 

“Analisis data yang digunakan dalam mengukur penilaian kinerja pelayanan 

publik adalah dengan mengunakan konsep Value For Money dalam tinjauan 

pusatka Mardiasmo (2018) menyatakan tiga elemen pengukuran Value For Money 

yaitu pengukuran ekonomis, pengukuran efisiensi dan pengukuran efektivitas.  

Dari pengukuran tiga elemen ini, kemudian peneliti akan menjelaskan hasil 

perhitungan lalu melakukan analisis dari hasil perhitungan tersebut apakah kinerja 

keuangan satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran di kabupaten 

pelalawan sudah baik atau belum, Peneliti mendapatkan informasi dari laporan 

kinerja instansi pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Pelalawan.
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BAB IV HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum dan Objek Penelitian   

 

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di 

Kabupaten Pelalawan merupakan intansi mengatur ketertiban umum dan 

ketentraman masyarakat. Kegiatan ini menjadi urusan wajib, sebagaimana tertera 

dalam pasal  13 ayat (1) huruf c yaitu “ Penyelenggara Ketertiban umum dan 

ketentraman masyarakat”. Pada pasal 255 dan 256 undang-undang nomor 23 

tahun 2014 tentang pemerintah daerah adalah memelihara ketertiban umum dan 

ketentraman masyarakat. Dinyatakan bahwa satuan polisi pamong praja dan 

pemadam kebakaran bertugas membantu kepada daerah dalam menegakan 

peraturan daerah.Peran satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran 

dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta 

menegakan peraturan pemerintah daerah dan keputusan kepala daerah merupakan 

salah satu unsur komponen penegak bangsa dan perekat NKRI yang sanggat 

penting.  

Peraturan daerah kabupaten pelalawan nomor 10 tahun 2012 tentang 

organisasi dan tata satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran adalah 

unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan pelaksaan kebijakan 

daerah dibidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah 

serta penanggulangan kebakaran.Kantor Satuan polisi Pamong praja dan 

pemadam kebakaran kabupaten pelalawan memiliki misi dan visi yaitu : “ 
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Terwujudnya profesinalisme polisi pamong praja dalam rangka penegakan perda 

dan perkada, peneyelenggaran ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat 

serta perlindungan masyarakat guna memantapkan sinergi pembangunan menuju 

pelalawan emas”. 

Untuk mewujudkan strategi keberhasilan pencapian visi dan misi, maka 

ditetapkan tujuan dari strategi satuan polisi pamong praja dan pemadam 

kebakaran kabupaten pelalawan sebagai berikut : 

1. Meningkatkan kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi  

2. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan dalam kehidupan 

masyarakat yang adil dan merata 

3. Menurunkan jumlah kejadian kebakaran. 

Satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran mempunyai tugas pokok 

sebagai berikut : 

a. Tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dibidang 

ketentraman dan ketertiban umum 

b. Penegakan peraturan daerah 

c. Penanggulangan kebakaran  

4.2 Hasil Perhitungan Value For Money Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 

dan Pemadam Kebakaran di Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 dan 2020 

 

 Setiap intansi pemerintah memiliki program sesuai dengan visi misi yang 

ada pada instansi tersebut gunu mewujudkan tujuan dari instansi tersebut. 
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Intansi pemerintah tentunya memiliki program- program kerja untuk mencapai 

visi misi organisasi tersebut. Program dapat terlaksana dengan tentu 

membutuhkan anggaran agar terlaksananya program kerja yang baik.Kantor 

satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran Kabupaten Pelalawan 

mendapatkan anggaran dari pemerintah daerah  kabupaten pelalawan yang sudah 

di atur dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD). 

Terdapat 3 elemen utama dalam perhitungan value for money, yaitu ekonomis, 

efisiensi dan efektivitas . 

1. Ekonomis  

Menurut mardiasmo (2018) cara mengukur tingkat ekonomis yaitu : 

 

𝑒𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑠 =
𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡

𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡
×100% 

Dimana input merupakan realisasi anggaran dan nilai input merupakan 

anggaran yang ditetapkan sebelumnya oleh kantor satuan polisi pamong 

praja dan pemadam kebakaran di kabupaten pelalawan. Berikut merupakan 

perhitungan elemen ekonomis pada setiap program berserta kegiatan yang 

telah dilaksanakan oleh kantor satuan polisi pamong praja dan pemadam 

kebakaran di kabupaten pelalawan tahun 2019. 

Tabel 4 1 

Hasil Perhitungan Ekonomis Tahun 2019 

No 

Nama 

program Kegiatan 

Realisasi 

(RP) 

Anggaran 

(RP) Ekonomis 

1 
Program 

Pelayanan 

Pelayanan Jasa 

Surat 5,580.000.00 

5,580.000.0

0 100% 
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Administras

i 

Perkantoran 

Menyurat 

Penyediaan 

Jasa 

Komunikasi, 

Sumber Daya 

Air dan Listrik 

112,533,085.

00 

195,600,000

.00 57,54% 

Penyediaan 

Jasa 

Pemeliharaan 

dan Perizinan 

Kendaraan 

Dinas/operasio

nal 4,987,000.00 

28,950,000.

00 17,22% 

Penyediaan 

Jasa 

Kebersihan 

Kantor 

63,413,000.0

0 

66,167,000.

00 95,84% 

Penyediaan 

Alat Tulis 

Kantor 

45,507,000.0

0 

48,577,000.

00 93,67% 

Penyediaan 

Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan 

33,387,000.0

0 

41,395,000.

00 80,66% 

Penyediaan 

Komponen 

Instalasi 

Listrik/Peneran

gan Bangunan 

Kantor 6,805,000.00 

24,000,000.

00 28,36% 

Penyediaan 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

Kantor 

83,800,000.0

0 

105,000,000

.00 79,81% 

Penyediaan 

Bahan Bacaan 

dan Peraturan 

Perudang-

undangan 

24,000,000.0

0 

24,200,000.

00 99,18% 

Penyediaan 

Makanan dan 

Minuman 

18,000,000.0

0 

18,000,000.

00 100% 

Rapar 

Koordinasi dan 
Konsultasi 

Dalam dan 

330,841,500.

00 

330,930,000

.00 99,74% 
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Keluar Daerah 

Penyediaan 

Jasa 

Pendukung 

Administrasi 

3,291,671,23

2.00 

3,403,600,0

00.00 96,71% 

Penyelengaraa

n Pengadaan 

Barang dan 

Jasa 

34,944,000.0

0 

34,944,000.

00 100% 

2 

program 

peningkatan 

sarana dan 

prasarana 

aparatur 

Pembangunan 

Gedung 

Kantor 

199,051,401.

00 

200,000,000

.00 99,5% 

Pengadaan 

Mebelur 

29,689,000.0

0 

29,940,000.

00 99,16% 

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Rumah Dinas 

19,997,000.0

0 

20,000,000.

00 99,98% 

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Gedung 

Kantor 

74,900,000.0

0 

75,000,000.

00 99,86% 

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Kendaraan 

Dinas/Operasi

onal 

487,117,066.

00 

721,750,000

.00 67,48% 

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Perlengkapan/

Peralatan 

Kantor 

14,275,000.0

0 

28,100,000.

00 50,80% 

3 

Program 

Peningkatan 

disiplin 

aparatur 

Pengadaan 

Pakaian Dinas 

Beserta 

Perlengkapann

ya 

150,346,900.

00 

155,685,000

.00 96,57% 

Pengadaan 

Pakaian 

Lapangan 

Beserta 

Perlengkapann

ya 

325,679,200.

00 

381,286,000

.00 85,41% 

4 

program 

peningkatan 

kapasitas 

sumber 

Pengadaan 

Pakaian Dinas 

Beserta 

Perlengkapann

121,700,000.

00 

122,800,000

.00 99,10% 
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daya 

aparatur 

ya 

Pengadaan 

Pakaian 

Lapangan 

Beserta 

Perlengkapann

ya 

64,116,000.0

0 

64,116,000.

00 100% 

5 

program 

perencanaa, 

peningkatan

,pelaporan 

capaian 

kinerja dan 

keuangan 

perangkat 

daerah 

penyusunan 

rencana 

strategis dan 

rencana kerja 5,000,000.00 

5,000,000.0

0 100% 

penyusunan 

laporan 

capaian kinerja 

dan ikhtisar 

realisasi 

kinerja 

perangkat 

daerah 4,880,000.00 

4,880,000.0

0 100% 

6 

program 

peningkatan 

keamanan 

dan 

kenyaman 

lingkungan 

pengendalian 

kebisingan dan 

gangguan 

kegiatan 

masyarkat 

497,595,000.

00 

497,680,000

.00 99,98% 

pengamanan 

kegiatan 

pemda dan hari 

besar 

469,995,300.

00 

470,000,000

.00 99,99% 

pengamanan 

sarana 

perkantoran 

dan rumah 

dinas/jabatan 

412,385,000.

00 

442,400,000

.00 93,21% 

monitoring 

pelaksanaan 

tugas linmas 

84,324,368.0

0 

86,555,000.

00 97,42% 

penyelidikan 

intelijen 

124,975,000.

00 

125,000,000

.00 99,98% 

pengamanan 

kegiatan 

pikada/pileg/pi

lpres 

239,640,000.

00 

249,910,000

.00 95,89% 

peningkatan 

pengamanan 
linmas pemilu 

410,665,080.
00 

422,889,080
.00 97,10% 
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7 

program 

pembinaan 

an 

pengemban

gan aparatur 

penyelengaraa

n kegiatan 

korp musik 

satpol pp 

218,960,000.

00 

219,905,000

.00 99,57% 

pengawasan 

petugas tindak 

internal 

123,800,000.

00 

127,000,000

.00 97,48% 

pemantapan 

jiwa korsa 

120,430,000.

00 

158,660,000

.00 75,90% 

8 

program 

pembinaan 

hukum dan 

peraturan 

perundang-

undagan 

penyelenggara

an kegiatan 

pemberkasaan 

perkara 

pelanggaran 

perda  

277,195,178.

00 

284,050,000

.00 97,58% 

monitoring 

pelaksanaan 

peraturan 

daerah 

137,190,000.

00 

137,220,000

.00 99,97% 

penyelenggara

an kegiatan 

sekertariat 

PPNS 

176,960,000.

00 

177,580,000

.00 99,65% 

9 

program 

pencegahan 

penanggula

ngan 

kebakaran 

hutan dan 

lahan 

pemantauan 

pencegahaan 

kebakaraan 

hutan dan 

lahan 

142,794,000.

00 

149,960,000

.00 95,22% 

penyelenggara

an kegiatan 

pemadam 

kebakaran 

64,555,000.0

0 

146,825,000

.00 43,96% 

10 

program 

pencegahan 

penaggulan

gan 

kebakaran 

hutan 

pengembangan 

sarana dan 

prasarana 

pengendalian 

kebakaran 

hutan dan 

48,845,600.0

0 

5,957,320,0

00.00 0     

pendirian 

posko 

lapangan 0 

155,072,000

.00 0% 

pelatihan/pemb

ekalan/in 

house/traninin

g/ 

penyegaran/bin

450,470,000.

00 

837,250,000

.00 53,80% 
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tek 

pemadaman 

langsung 

936,863,480.

00 

943,660,000

.00 99,27% 

 

Berdasarkan tabel 4.3, menjelaskan bahwa terdapat 37 kegiatan ekonomis, 6 

kegiatan dengan kriteria ekonomis berimbang dan 2 kegiatan tidak ekonomis. 

 Penalitian juga melakukan perhitungan ekonomis pada tahun 2020. 

Berikut perhitungan ekonomis kegiatan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan 

Pemadam Kebakaran di kabupaten Pelalawan tahun 2020. 

Tabel 4 2 

 Hasil Perhitungan Ekonomis Tahun 2020 

No 

Nama 

program Kegiatan 

Realisasi 

(RP) 

Anggaran 

(RP) Ekonomis 

1 

Program 

Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran 

Pelayanan Jasa 

Surat 

Menyurat 2,700.000.00 

5,589.000.

00 48,30% 

Penyediaan 

Jasa 

Komunikasi, 

Sumber Daya 

Air dan Listrik 

125,819,500.

00 

176,876,1

62.00 71,13% 

Penyediaan 

Jasa 

Pemeliharaan 

dan Perizinan 

Kendaraan 

Dinas/operasio

nal 0.00 

49,984,08

9.00 0% 

Penyediaan 

Jasa 

Kebersihan 

Kantor 

64,974,000.0

0 

67,000,00

0.00 96,97% 

Penyediaan 

Alat Tulis 

Kantor 

46,740,800.0

0 

56,668,40

0.00 82,48% 

Penyediaan 

Barang 

38,610,750.0

0 

49,687,50

0.00 77,70% 
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Cetakan dan 

Penggandaan 

Penyediaan 

Komponen 

Instalasi 

Listrik/Peneran

gan Bangunan 

Kantor 4,882,000.00 

24,976,00

0.00 19,54% 

Penyediaan 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

Kantor 

32,071,050.0

0 

37,945,10

0.00 84,51% 

Penyediaan 

Bahan Bacaan 

dan Peraturan 

Perudang-

undangan 

23,760,000.0

0 

23,850,00

0.00 99,62% 

Penyediaan 

Makanan dan 

Minuman 

17,600,000.0

0 

17,600,00

0.00 100% 

Rapar 

Koordinasi dan 

Konsultasi 

Dalam dan 

Keluar Daerah 

235,505,000.

00 

352,390,0

00.00 66,83% 

Penyediaan 

Jasa 

Pendukung 

Administrasi 

3,318,086,85

5.00 

3,344,760,

000.00 99,20% 

Penyelengaraa

n Pengadaan 

Barang dan 

Jasa 

10,656,000.0

0 

10,899,90

0.00 97,67% 

2 

Program 

peningkatan 

sarana dan 

prasarana 

apartur 

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Kendaraan 

Dinas/Operasi

onal 

517,366,110.

00 

525,384,7

30.00 98,47% 

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Perlengkapan/

Peralatan 

Kantor 2,870,000.00 

7,250,000.

00 39,58% 

3 

program 

peningkatan 

kapasitas 

Bimbingan 

teknis 

implementasi 

117,775,000.

00 

156,195,0

00.00 75,40% 
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sumber daya 

aparatur 

peraturan 

perundang-

undangan 

peningkatan 

kinerja sumber 

daya aparatur 

13,862,500.0

0 

13,867,50

0.00 99,96% 

4 

program 

perencanaa, 

peningkatan,

pelaporan 

capaian 

kinerja dan 

keuangan 

perangkat 

daerah 

penyusunan 

rencana 

strategis dan 

rencana kerja 5,361,000.00 

5,361,000.

00 100% 

penyusunan 

laporan 

capaian kinerja 

dan ikhtisar 

realisasi 

kinerja 

perangkat 

daerah 7,530,000.00 

7,530,000.

00 100% 

5 

program 

peningkatan 

ketertiban 

umum dan 

ketentraman 

masyarakat  

pengendalian 

kebisingan dan 

gangguan 

kegiatan 

masyarkat 

2,118,960,00

0.00 

2,419,934,

400.00 87,56% 

pengamanan 

kegiatan 

pemda dan hari 

besar 

319,855,000.

00 

329,855,0

00.00 96,96% 

pengamanan 

sarana 

perkantoran 

dan rumah 

dinas/jabatan 

326,135,000.

00 

368,770,0

00.00 88,43% 

penyelidikan 

intelijen 

69,375,000.0

0 

69,850,00

0.00 99,31% 

pengamanan 

kegiatan 

pikada/pileg/pi

lpres 

102,955,000.

00 

110,405,0

00.00 93,25% 

6 

program 

peningkatan 

keamanan 

dan 

kenyamanan 

lingkungan  

penyuluhan 

tentang 

perlindungan 

masyarakat 7,340,000.00 

7,340,000.

00 100% 

monitoring 

pelaksanaan 

tugas linmas 

72,450,000.0

0 

72,450,00

0.00 100% 

penyelenggara 73,331,000.0 86,080,00 85,18% 
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tugas linmas 0 0.00 

7 

program 

pembinaan 

dan 

pengembang

an aparatur  

penyelengara 

kegiatan korp 

musik satpol 

pp 

377,653,600.

00 

378,870,0

00.00 99,67% 

pengawasan 

petugas tindak 

internal 

79,800,000.0

0 

81,320,00

0.00 98,13% 

pemantapan 

jiwa korsa 

40,114,000.0

0 

44,940,00

0.00 89,26% 

8 

program 

pembinaan 

hukum dan 

peraturan 

perundang-

undagan 

penyelenggara

an kegiatan 

pemberkasaan 

perkara 

pelanggaran 

perda  

213,335,000.

00 

218,235,0

00.00 97,75% 

monitoring 

pelaksanaan 

peraturan 

daerah 

188,885,000.

00 

188,930,0

00.00 99,97% 

penyelenggara

an kegiatan 

sekertariat 

PPNS 

244,363,200.

00 

246,445,0

00.00 99,15% 

9 

program 

pencegahan 

penanggulan

gan 

kebakaran 

hutan dan 

lahan 

pemantauan 

pencegahaan 

kebakaraan 

hutan dan 

lahan 

61,425,000.0

0 

70,125,00

0.00 87,59% 

penyuluhan 

dan 

pemberdayaan 

masyarakat 

dalam 

pencegahan 

kebakaran 

hutan 

46,845,000.0

0 

48,605,00

0.00 96,37% 

penyelenggara 

kegiatan 

pemadam 

kebakaran 

87,395,000.0

0 

88,350,00

0.00 98,91% 

10 

program 

pencegahan 

penaggulang

an kebakaran 

hutan 

pengembangan 

sarana dan 

prasarana 

pengendalian 

kebakaran 

1,348,741,00

0.00 

1,910,764,

262.00 70,58% 
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hutan dan 

lahan 

pendirian 

posko 

lapangan 

54,729,300.0

0 

55,270,00

0.00 99,02% 

pemadaman 

langsung 

937,680,000.

00 

1,621,958,

000.00 57,81% 

 

 

Berdasarkan tabel 4.4, bahwa di tahun 2020 terdapat 33 kegiatan dengan 

kriteria ekonomis, 5 kegiatan ekonomis berimbang dan 1 kegiatan tidak ekonomis. 

 

2. Efisiensi  

Menurut Mardiasmo (2018), cara mengukur tingkat efisiensi adalah: 

   

 𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 =
𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡

𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡
 × 100% 

 

 Dimana output merupakan presentase capaian fisiki dan input merupakan 

presentase capaian keuangan yang ditetapkan sebelumnya oleh Kantor Satuan 

Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di Kabupaten Pelalawan pada 

tahun 2019. Berikut merupakan perhitungan elemen efisiensi pada setiap program 

beserta kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 

dan Pemadam Kebakaran di Kabupaten Pelalawan pada tahun 2019. 
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Tabel 4 3  

Hasil Perhitungan Efisiensi 

No 

Nama 

program Kegiatan 

capaian 

fisik (%) 

capaian 

keuangan 

(%) efisiensi 

1 

Program 

Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran 

Pelayanan Jasa 

Surat Menyurat 100% 100% 100% 

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, 

Sumber Daya Air 

dan Listrik 100% 57,53% 173,82% 

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan dan 

Perizinan 

Kendaraan 

Dinas/operasional 100% 17,23% 580,38% 

Penyediaan Jasa 

Kebersihan Kantor 100% 95,84% 104,34% 

Penyediaan Alat 

Tulis Kantor 100% 93,68% 106,74% 

Penyediaan Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan 100% 80,65% 123,99% 

Penyediaan 

Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor 100% 28,35% 352,73% 

Penyediaan 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

Kantor 100% 79,81% 125,29% 

Penyediaan Bahan 

Bacaan dan 

Peraturan Perudang-

undangan 100% 99,17% 100,03% 

Penyediaan 

Makanan dan 

Minuman 100% 100% 100% 

Rapar Koordinasi 

dan Konsultasi 

Dalam dan Keluar 

Daerah 100% 99,97% 100,03% 
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Penyediaan Jasa 

Pendukung 

Administrasi 100% 96,71% 103,40% 

Penyelengaraan 

Pengadaan Barang 

dan Jasa 100% 100% 100% 

2 

program 

peningkatan 

sarana dan 

prasarana 

aparatur 

Pembangunan 

Gedung Kantor 100% 99,53% 100,47% 

Pengadaan Mebelur 100% 99,16% 100,84% 

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Rumah Dinas 100% 99,99% 100,01% 

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Gedung Kantor 100% 99,87% 100,13% 

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Kendaraan 

Dinas/Operasional 100% 67,49% 148,17% 

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Perlengkapan/Peral

atan Kantor 100% 50,80% 196,85% 

3 

Program 

Peningkatan 

disiplin 

aparatur 

Pengadaan Pakaian 

Dinas Beserta 

Perlengkapannya 100% 96,57% 103,55% 

Pengadaan Pakaian 

Lapangan Beserta 

Perlengkapannya 100% 85,42% 117,06% 

4 

program 

peningkatan 

kapasitas 

sumber daya 

aparatur 

Pengadaan Pakaian 

Dinas Beserta 

Perlengkapannya 100% 99,10% 100,90% 

Pengadaan Pakaian 

Lapangan Beserta 

Perlengkapannya 100% 100% 100% 

5 

program 

perencanaa, 

peningkatan,pel

aporan capaian 

kinerja dan 

keuangan 

perangkat 

daerah 

penyusunan rencana 

strategis dan 

rencana kerja 100% 100% 100% 

penyusunan laporan 

capaian kinerja dan 

ikhtisar realisasi 

kinerja perangkat 

daerah 100% 100% 100% 

6 
program 

peningkatan 

pengendalian 

kebisingan dan 100% 99,98% 100,02% 
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keamanan dan 

kenyaman 

lingkungan 

gangguan kegiatan 

masyarkat 

pengamanan 

kegiatan pemda dan 

hari besar 100% 100% 100% 

pengamanan sarana 

perkantoran dan 

rumah dinas/jabatan 100% 93,22% 107,27% 

monitoring 

pelaksanaan tugas 

linmas 100% 97,42% 104,50% 

penyelidikan 

intelijen 100% 99,98% 100,02% 

pengamanan 

kegiatan 

pikada/pileg/pilpres 100% 95,89% 104,28% 

peningkatan 

pengamanan linmas 

pemilu 100% 97,11% 102,29% 

7 

program 

pembinaanan 

pengembangan 

aparatur 

penyelengaraan 

kegiatan korp musik 

satpol pp 100% 99,57% 100,43% 

pengawasan petugas 

tindak internal 100% 97,48% 102,58% 

pemantapan jiwa 

korsa 100% 75,90% 131,75% 

8 

program 

pembinaan 

hukum dan 

peraturan 

perundang-

undagan 

penyelenggaraan 

kegiatan 

pemberkasaan 

perkara pelanggaran 

perda  100% 97,59% 102,46% 

monitoring 

pelaksanaan 

peraturan daerah 100% 99,98% 100,02% 

penyelenggaraan 

kegiatan sekertariat 

PPNS 100% 99,65% 100,35% 

9 

program 

pencegahan 

penanggulanga

n kebakaran 

hutan dan lahan 

pemantauan 

pencegahaan 

kebakaraan hutan 

dan lahan 100% 95,22% 105,01% 

penyelenggaraan 

kegiatan pemadam 

kebakaran 100% 43,97% 227,42% 

10 
program 

pencegahan 

pengembangan 

sarana dan 100% 82% 121,95% 
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penaggulangan 

kebakaran 

hutan 

prasarana 

pengendalian 

kebakaran hutan 

dan 

pendirian posko 

lapangan 100% -   

pelatihan/pembekal

an/in 

house/tranining/ 

penyegaran/bintek 100% 53,80% 185,87% 

pemadaman 

langsung 100% 99,28% 100,72% 

 

Berdasarkan tabel 4.5, bahwa pada tahun 2019 terdapat 36 kegiatan dengan 

kriteria efisien, 7 kegiatan efisien berimbang dan 1 kegiatan tidak efisien.   

 Peneliti juga melakukan perhitungan efisiensi pada tahun 2020. Berikut 

perhitungan efisiensi kegiatan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam 

Kebakaran di Kabupaten Pelalawan tahun 2020. 

Tabel 4 4 

 Hasil Perhitungan Efisiensi 2020 

No 

Nama 

program Kegiatan 

capaian 

fisik (%) 

capaian 

keuangan 

(%) efisiensi 

1 

Program 

Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran 

Pelayanan Jasa 

Surat Menyurat 100% 48,31% 206,99% 

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, 

Sumber Daya Air 

dan Listrik 100% 71,13% 140,58% 

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan dan 

Perizinan 

Kendaraan 

Dinas/operasional 100% 0% 0 

Penyediaan Jasa 

Kebersihan Kantor 100% 96,98% 103,11% 

Penyediaan Alat 

Tulis Kantor 100% 82,48% 121,24% 
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Penyediaan 

Barang Cetakan 

dan Penggandaan 100% 77,71% 128,68% 

Penyediaan 

Komponen 

Instalasi 

Listrik/Peneranga

n Bangunan 

Kantor 100% 19,55% 511,505 

Penyediaan 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

Kantor 100% 84,52% 181,31% 

Penyediaan Bahan 

Bacaan dan 

Peraturan 

Perudang-

undangan 100% 99,62% 100,38% 

Penyediaan 

Makanan dan 

Minuman 100% 100% 100% 

Rapar Koordinasi 

dan Konsultasi 

Dalam dan Keluar 

Daerah 100% 66,83% 149,63% 

Penyediaan Jasa 

Pendukung 

Administrasi 100% 99,20% 100,80% 

Penyelengaraan 

Pengadaan Barang 

dan Jasa 100% 97,76% 102,29% 

2 

Program 

peningkatan 

sarana dan 

prasarana 

apartur 

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Kendaraan 

Dinas/Operasional 100% 98,47% 101,55% 

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Perlengkapan/Pera

latan Kantor 100% 39,59% 25258% 

3 

program 

peningkatan 

kapasitas 

sumber daya 

aparatur 

Bimbingan teknis 

implementasi 

peraturan 

perundang-

undangan 100% 75,40% 132,62% 

peningkatan 

kinerja sumber 100% 99,96% 100,04 
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daya aparatur 

4 

program 

perencanaa, 

peningkatan,p

elaporan 

capaian 

kinerja dan 

keuangan 

perangkat 

daerah 

penyusunan 

rencana strategis 

dan rencana kerja 100% 100% 100% 

penyusunan 

laporan capaian 

kinerja dan 

ikhtisar realisasi 

kinerja perangkat 

daerah 100% 100% 100% 

5 

program 

peningkatan 

ketertiban 

umum dan 

ketentraman 

masyarakat  

pengendalian 

kebisingan dan 

gangguan kegiatan 

masyarkat 100% 87,56% 114,20% 

pengamanan 

kegiatan pemda 

dan hari besar 100% 96,97% 103,12% 

pengamanan 

sarana perkantoran 

dan rumah 

dinas/jabatan 100% 88,44% 113,07% 

penyelidikan 

intelijen 100% 99,32% 100,68% 

pengamanan 

kegiatan 

pikada/pileg/pilpre

s 100% 93,25% 107,23% 

6 

program 

peningkatan 

keamanan dan 

kenyamanan 

lingkungan  

penyuluhan 

tentang 

perlindungan 

masyarakat 100% 100% 100% 

monitoring 

pelaksanaan tugas 

linmas 100% 100% 100% 

penyelenggara 

tugas linmas 100% 85,19% 117,38% 

7 

program 

pembinaan 

dan 

pengembanga

n aparatur  

penyelengara 

kegiatan korp 

musik satpol pp 100% 99,68% 100,32% 

pengawasan 

petugas tindak 

internal 100% 98,13% 101,90% 

pemantapan jiwa 

korsa 100% 89,26% 112,03% 

8 program penyelenggaraan 100% 97,75% 102,30% 
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pembinaan 

hukum dan 

peraturan 

perundang-

undagan 

kegiatan 

pemberkasaan 

perkara 

pelanggaran perda  

monitoring 

pelaksanaan 

peraturan daerah 100% 99,98% 100,02% 

penyelenggaraan 

kegiatan 

sekertariat PPNS 100% 99,16% 100,84% 

9 

program 

pencegahan 

penanggulang

an kebakaran 

hutan dan 

lahan 

pemantauan 

pencegahaan 

kebakaraan hutan 

dan lahan 100% 87,59% 114,16% 

penyuluhan dan 

pemberdayaan 

masyarakat dalam 

pencegahan 

kebakaran hutan 100% 96,38% 103,75% 

penyelenggara 

kegiatan pemadam 

kebakaran 100% 98,92% 101,09% 

10 

program 

pencegahan 

penaggulanga

n kebakaran 

hutan 

pengembangan 

sarana dan 

prasarana 

pengendalian 

kebakaran hutan 

dan lahan 100% 70,59% 141,66% 

pendirian posko 

lapangan 100% 99,02% 100,98% 

pemadaman 

langsung 100% 57,81% 172,98% 

 

berdasarkan tabel 4.6, bahwa tahun 2020 terdapat 33 kegiatan dengan kriteria 

efisien, 7 kegiatan efisien berimbang dan 1 kegiatan tidak efisien.  

3. Efektivitas  

Menurut mardiasmo (2018), cara mengukur tingkat efektivitas adalah : 

𝑒𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 =
𝑜𝑢𝑡𝑐𝑜𝑚𝑒

𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡
× 100% 
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Dimana outcome merupakan angka realisasi hasil/keluaran kegiatan dan 

output merupakan angka rencana hasil/keluaran yang ditetapkan 

sebelumnya oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam 

Kebakaran di Kabupaten Pelalawan tahun 2019. Berikut merupakan 

perhitungan elemen efektivitas pada setiap program beserta kegiatan yang 

telah dilaksanakan oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam 

Kebakaran Kabupaten Pelalawan pada tahun 2019. 

 

Tabel 4 5  

Hasil Perhitungan Efektivitas Tahun 2019 

NO 

Nama 

program Kegiatan 

realisasi 

hasil 

rencana 

hasil Efektivitas 

1 

Program 

Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran 

Pelayanan Jasa 

Surat Menyurat 1035 1175 88% 

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, 

Sumber Daya Air 

dan Listrik 12 12 100% 

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan dan 

Perizinan 

Kendaraan 

Dinas/operasional 3 5 60% 

Penyediaan Jasa 

Kebersihan Kantor 5000 5000 100% 

Penyediaan Alat 

Tulis Kantor 1319 1339 98,50% 

Penyediaan 

Barang Cetakan 

dan Penggandaan 685 685 100% 

Penyediaan 

Komponen 

Instalasi 

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor 144 394 36,54% 

Penyediaan 10 10 100% 
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Peralatan dan 

Perlengkapan 

Kantor 

Penyediaan Bahan 

Bacaan dan 

Peraturan 

Perudang-

undangan 11 11 100% 

Penyediaan 

Makanan dan 

Minuman 1 1 100% 

Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi 

Dalam dan Keluar 

Daerah 1 1 100% 

Penyediaan Jasa 

Pendukung 

Administrasi 12 12 100% 

Penyelengaraan 

Pengadaan Barang 

dan Jasa 12 12 100% 

2 

program 

peningkatan 

sarana dan 

prasarana 

aparatur 

Pembangunan 

Gedung Kantor 1 1 100% 

Pengadaan 

Mebelur 6 6 100% 

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Rumah Dinas 1 1 100% 

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Gedung Kantor 1 1 100% 

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Kendaraan 

Dinas/Operasional 17 17 100% 

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Perlengkapan/Pera

latan Kantor 15 30 50% 

3 

Program 

Peningkatan 

disiplin 
aparatur 

Pengadaan 

Pakaian Dinas 

Beserta 

Perlengkapannya 321 321 100% 

Pengadaan 

Pakaian Lapangan 

Beserta 321 321 100% 
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Perlengkapannya 

4 

program 

peningkatan 

sumber daya 

aparatur 

Bimbingan Teknis 

Impelementasi 

Peraturan 

Perundang-

undangan 1 1 100% 

Peningkatan 

Kinerja Sumber 

Daya Aparatur 40 40 100% 

5 

program 

perencanaa, 

peningkatan,p

elaporan 

capaian 

kinerja dan 

keuangan 

perangkat 

daerah 

penyusunan 

rencana strategis 

dan rencana kerja 2 2 100% 

penyusunan 

laporan capaian 

kinerja dan 

ikhtisar realisasi 

kinerja perangkat 

daerah 2 2 100% 

6 

program 

peningkatan 

keamanan dan 

kenyaman 

lingkungan 

pengendalian 

kebisingan dan 

gangguan kegiatan 

masyarkat 1095 1095 100% 

pengamanan 

kegiatan pemda 

dan hari besar 900 900 100% 

pengamanan 

sarana perkantoran 

dan rumah 

dinas/jabatan 12 12 100% 

monitoring 

pelaksanaan tugas 

linmas 25 25 100% 

penyelidikan 

intelijen 732 732 100% 

pengamanan 

kegiatan 

pikada/pileg/pilpre

s 1 1 100% 

peningkatan 

pengamanan 

linmas pemilu 1 1 100% 

7 

program 

pembinaanan 

pengembanga

n aparatur 

penyelengaraan 

kegiatan korp 

musik satpol pp 12 12 100% 

pengawasan 180 180 100% 
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petugas tindak 

internal 

pemantapan jiwa 

korsa 1 1 100% 

8 

program 

pembinaan 

hukum dan 

peraturan 

perundang-

undagan 

penyelenggaraan 

kegiatan 

pemberkasaan 

perkara 

pelanggaran perda  380 380 100% 

monitoring 

pelaksanaan 

peraturan daerah 170 170 100% 

penyelenggaraan 

kegiatan 

sekertariat PPNS 40 40 100% 

9 

program 

pencegahan 

penanggulang

an kebakaran 

hutan dan 

lahan 

pemantauan 

pencegahaan 

kebakaraan hutan 

dan lahan 120 120 100% 

penyelenggaraan 

kegiatan pemadam 

kebakaran 1 1 100% 

10 

program 

pencegahan 

penaggulanga

n kebakaran 

hutan 

pengembangan 

sarana dan 

prasarana 

pengendalian 

kebakaran hutan 

dan 12 12 100% 

pendirian posko 

lapangan 54 54 100% 

pelatihan/pembeka

lan/in 

house/tranining/ 

penyegaran/bintek 48 48 100% 

pemadaman 

langsung 1900 1900 100% 

 

Berdasarkan tabel 4.6, bahwa pada tahun 2019 terdapat 1 kegiatan dengan kriteria 

efektivitas, 39 kegiatan efektivitas berimbang dan 4 kegiatan tidak efektivitas. 
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Penelitian juga melakukan perhitungan efektivitas pada kegiatan ditahun 

2020. Berikut perhitungan efektivitas kegiatan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 

dan Pemadam Kebakaran tahun 2020. 

Tabel 4 6  

Hasil Perhitungan Efektivitas Tahun 2020 

No 

Nama 

program Kegiatan 

realisasi 

hasil 

rencana 

hasil 
efektivitas 

1 

Program 

Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran 

Pelayanan Jasa 

Surat Menyurat 214 367 58,31% 

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, 

Sumber Daya Air 

dan Listrik 12 12 100% 

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan dan 

Perizinan 

Kendaraan 

Dinas/operasional 0 23 0 

Penyediaan Jasa 

Kebersihan Kantor 930 930 100% 

Penyediaan Alat 

Tulis Kantor 600 600 100% 

Penyediaan Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan 1091 1091 100% 

Penyediaan 

Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor 214 367 58,31% 

Penyediaan 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

Kantor 5 30 16,66% 

Penyediaan Bahan 

Bacaan dan 

Peraturan Perudang-

undangan 12 12 100% 

Penyediaan 

Makanan dan 

Minuman 1 1 100% 
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Rapar Koordinasi 

dan Konsultasi 

Dalam dan Keluar 

Daerah 1 1 100% 

Penyediaan Jasa 

Pendukung 

Administrasi 12 12 100% 

Penyelengaraan 

Pengadaan Barang 

dan Jasa 12 12 100% 

2 

Program 

peningkatan 

sarana dan 

prasarana 

apartur 

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Kendaraan 

Dinas/Operasional 2 2 100% 

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Perlengkapan/Peral

atan Kantor 50 50 100% 

3 

program 

peningkatan 

kapasitas 

sumber daya 

aparatur 

Bimbingan teknis 

implementasi 

peraturan 

perundang-

undangan 3 5 100% 

peningkatan kinerja 

sumber daya 

aparatur 5 7 100% 

4 

program 

perencanaa, 

peningkatan,p

elaporan 

capaian 

kinerja dan 

keuangan 

perangkat 

daerah 

penyusunan rencana 

strategis dan 

rencana kerja 2 2 100% 

penyusunan laporan 

capaian kinerja dan 

ikhtisar realisasi 

kinerja perangkat 

daerah 2 2 100% 

5 

program 

peningkatan 

ketertiban 

umum dan 

ketentraman 

masyarakat  

pengendalian 

kebisingan dan 

gangguan kegiatan 

masyarkat 1095 1095 100% 

pengamanan 

kegiatan pemda dan 

hari besar 1095 1150 95,21% 

pengamanan sarana 

perkantoran dan 

rumah dinas/jabatan 1095 700 156,42 

penyelidikan 1095 144 760,41% 
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intelijen 

pengamanan 

kegiatan 

pikada/pileg/pilpres 1 1 100% 

6 

program 

peningkatan 

keamanan dan 

kenyamanan 

lingkungan  

penyuluhan tentang 

perlindungan 

masyarakat 1 1 100% 

monitoring 

pelaksanaan tugas 

linmas 24 24 100% 

penyelenggara tugas 

linmas 354 354 100% 

7 

program 

pembinaan 

dan 

pengembanga

n aparatur  

penyelengara 

kegiatan korp musik 

satpol pp 12 12 100% 

pengawasan petugas 

tindak internal 120 120 100% 

pemantapan jiwa 

korsa 1 1 100% 

8 

program 

pembinaan 

hukum dan 

peraturan 

perundang-

undagan 

penyelenggaraan 

kegiatan 

pemberkasaan 

perkara pelanggaran 

perda  200 200 100% 

monitoring 

pelaksanaan 

peraturan daerah 170 170 100% 

penyelenggaraan 

kegiatan sekertariat 

PPNS 120 120 100% 

9 

program 

pencegahan 

penanggulang

an kebakaran 

hutan dan 

lahan 

pemantauan 

pencegahaan 

kebakaraan hutan 

dan lahan 115 115 100% 

penyuluhan dan 

pemberdayaan 

masyarakat dalam 

pencegahan 

kebakaran hutan 12 236 508,47% 

penyelenggara 

kegiatan pemadam 

kebakaran 1 1 100% 

10 

program 

pencegahan 
penaggulanga

pengembangan 

sarana dan 
prasarana 50 50 100% 
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n kebakaran 

hutan 

pengendalian 

kebakaran hutan 

dan lahan 

pendirian posko 

lapangan 0 30 0 

pemadaman 

langsung 1200 1200 100% 

 

Berdasarkan tabel 4.8, bahwa pada tahun 2020 terdapat 3 kegiatan dengan kriteria 

efektivitas dan 30 kegiatan efektivitas berimbang dan 6 kegiatan tidak efektivitas. 

4.3 Pembahasan Analisis Value For Money Kantor Satuan Polisi Pamong 

Praja dan Pemadam Kebakaran. 

 

Berikut ini adalah data hasil perhitungan mengenai tingkat ekonomis, efisiensi 

dan efektivitas : 

 

 

 

Tabel 4 7 

Kriteria Ekonomis Tahun 2019 dan 2020 

No kriteria Ekonomis 
Tahun 2019 Tahun 2020 

Kegiatan Presentase Kegiatan Presentase 

1 Ekonomis  36 81,8% 33 84,6% 

2 Ekonomis berimbang 6 13,6% 5 12,8% 

3 Tidak Ekonomis 2 4,5% 1 2,5% 

 

Berdasarkan tabel 4.7 dapat disimpulkan kegiatan yang dilaksanakan 

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja di Kanupaten Pelalawan tahun 2019 dan 

2020 dengan 44 kegiatan ditahun 2019 dan 39 ditahun 2020. Menunjukan 

terdapat 36 (81,8%) kegiatan di tahun 2019 dan 33 (84,6%) kegiatan yang 
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memenuhi kriteria ekonomis. Kemudian, 6 (13,6%) kegiatan di 2019 dan 5 

(12,8%)  kegiatan di tahun 2020 dengan kriteria ekonomis berimbang. Untuk 

kegiatan yang tidak ekonomis terdapat 2 (4,5%) kegiatan di tahun 2019 dan 1 

(2,5%) di tahun 2020. 

Serta terdapat kenaikan angka ekonomis dari tahun 2019 ke 2020 sebesar 2,8%. 

 

Tabel 4 8 

Kegiatan Yang Tidak Ekonomis 

 

 

Berdasarkan tabel 4.8 dapat disimpulkan bahwa tahun 2019 dan 2020 

memiliki 3 kegiatan yang tidak ekonomis. Pada kegiatan pengembangan sarana 

dan prasarana pengendalian kebakaran hutan pada tahun 2019 tidak telaksana atau 

(0%) namun di tahun 2020 mengalami kenaikan dengan presentase (70,58%).Pada 

kegiatan pendirian posko langsung tahun 2019 tidak terlaksana atau (0%) 

kemudian, tahun 2020 mengalami kenaikan dengan presentase (99,02%).Dan 

pada kegiatan penyediaan jasa pemeilharaan dan perizinan kendaraan 

dinas/operasional tahun 2019 dengan presentase (17,22%) mengalami penurunan 

ditahun 2020 sebesar( 0%) atau tidak terlaksana. 

 

2019 2020

1 Pengembangan Sarana dan Prasarana 

Pengendalian Kebakaran hutan

2 Pendirian Posko Langsung 0% 99,02%

3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan 

perizinan kendaraan dinas/operasional

70,58%

17,22% 0%

Kegiatan yang tidak ekonomisNo
Tahun 

0%
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Tabel 4 9 

Kriteria Efisiensi Tahun 2019 dan 2020 

No Kriteria Efisiensi 
Tahun 2019 Tahun 2020 

Kegiatan  Presentase Kegiatan Presentase 

1 Efisiensi  36 81,8% 33 84,6% 

2 Efisiensi berimbang 7 16% 5 13,8% 

3 Tidak Efisiensi 1 2,5% 1 2,5% 

 

Berdasarkan tabel 4.9 dapat disimpulkan kegiatan yang dilaksanakan 

kantor satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran di kabupaten 

pelalawan tahun 2019 dan 2020 dengan 44 kegiatan ditahun 2019 dan 39 kegiatan 

ditahun 2020. Menunjukan terdapat 36 (81,8%) kegiatan ditahun 2019 dan 33 

kegiatan ditahun 2020 (84,%) yang memenuhi kriteria efisiensi. Kemudian, 7 

(16%) kegiatan ditahun 2019 dan 5 (13,8%) ditahun 2020 dengan kriteria efisiensi 

berimbang. Untuk kegiatan yang tidak ekonomis terdapat 1 (2,5%) kegiatan 

ditahun 2019 dan 1 kegiatan ditahun 2020. Serta, terdapat kenaikan angka 

efisiensi dari tahun 2019 ke 2020 sebesar (2,8%). 

Tabel 4 10 

Kegiatan Yang Tidak Efisien 

 

Berdasarkan tabel 4.10 pada kegiatan yang tidak efisien terdapat 2 

kegiatan ditahun 2020 dan 2019. Dimana pada tahun 2019 pada kegiatan 

pendirian posko langusung tidak terlaksana atau ( 0%) namun, pada tahun 2020 

2019 2020

1 Pendirian Posko Lapangan 0 100,98%

2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

 perizinan kendaraan dinas/operasiona

No Kegiatan yang tidak efisien
Tahun

580,37% 0
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terjadi kenaikan dengen presentase (100,98%) lebih 100% dinyatakan efisien. 

Pada kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan 

dinas/operasional pada tahun 2019 dengan presentase (580,37%) lebih dari 100% 

dinyatakan efisien. Akan tetapi, terjadi penurunan ditahun 2020 dengan presentase 

( 0%) atau tidak terlaksana. 

 

Tabel 4 11 

Kriteria Efektivitas Tahun 2019 dan 2020 

No Kriteria efektivitas 
Tahun 2019 Tahun 2020 

Kegiatan Presentase kegiatan presentase 

1 Efektivitas 0 0% 3 7,6% 

2 Efektivitas Berimbang 39 88% 30 77% 

3 Tidak Efektif 5 11,3% 6 15,3% 

 

Berdasarkan tabel 4.11 dapat disimpulkan kegiatan yang dilaksanakan kantor 

Satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran di Kabupaten Pelalawan 

tahun 2019 dan 2020 dengan 44 kegiatan ditahun 2019 dan 39 ditahun 

2020.Menunjukan ditahun 2019 tidak terdapat kegiatan yang efektif atau 0 (0%) 

kegiatan. Namun, di tahun 2020 terdapat 3 (7,6%) kegiatan.Untuk kriteria 

efektifitas berimbang terdapat 39 (88%) kegiatan ditahun 2019 dan di tahun 2020 

terdapat 30 (77%) kegiatan. Kemudian, kegiatan tidak efektif terdapat 5 (11,3%) 

pada tahun 2019 dan 6 (15,3%) pada tahun 2020. 
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Tabel 4 12 

Kegiatan yang tidak Efektif Tahun 2019 dan 2020 

 

 

Berdasarkan tabel 4.13 pada kegiatan yang tidak efektif terdapat 9 kegiatan. 

Dimana pada kegiatan pelayanan jasa surat menyurat pada tahun 2019 dengan 

presentase (88%) terjadi penurunan ditahun 2020 (58,31%).Kegiatan penyediaan 

jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional di tahun 2019 

dengan presentase (60%). kemudian, ditahun 2020 tidak terlaksana atau 0 (0%). 

Kegiatan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor ditahun 2019 

degan presentase (36,54%) ditahun 2020 terjadi kenaikan dengan presentase ( 

58,30%). 

Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor ditahun 2019 dengan 

presentase (100%) ditahun 2020 mengalami penuruan dengan presentase 

(16,66%). Kegiatan pengamanan kegiatan pemda dan hari besar ditahun 2019 

dengan presentase (100%) ditahun 2020 mengalami penurunan dengan presentase 

(95,21%). Kegiatan pendirian posko langsung tahun 2019 dengan presentase 

2019 2020

1 pelayanan jasa surat menyurat 88% 58,31%

2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan 

perizinan kendaraan dinas/operasional

3 penyediaan komponen instalasi 

listrik/penerangan bangunan kantor

4 penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 100% 16,66%

5 pengamanan kegiatan pemda dan hari besar 100% 95,21%

6 pendirian posko langsung 100% 0

7 penyediaan alat tulis 98% 100%

9 pemeliharaan rutin/berkala/

perlengkapan/peralatan kantor

No Kegiatan yang tidak efektif

50% 100%

36,54% 58,30%

60% 0

Tahun
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(100%) ditahun 2020 terjadi penurunan atau tidak terlaksana (0%). Kegiatan 

penyediaan alat tulis ditahun 2019 dengan presentase (98%) mengalami kenaikan 

ditahun 2020 dengan presentase (100%). Kegiatan pemeliharaan 

rutin/berkala/perlengkapan/peralatan kantor ditahun 2019 dengan presentase 

(50%) dan tahun 2020 mengalami kenaikan dengan presentase (100%). 

Kegiatan yang memenuhi unsur value for money hanya tahun 2020 yaitu 

kegiatan peneyelidikan intelijen dan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat 

dalam pencegahan kebakaran hutan. Kegiatan inilah yang memiliki pengelolaan 

organisasi yang paling baik di antara kegiatan lainnya. Hal ini menunjukan 

organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di 

Kabupaten Pelalawan masih berjalan dengan baik.  

Banyak kegiatan pada tahun 2019 dan 2020 yang telah ekonomis dan efisien, 

namun tidak banyak kegiatan yang bersifat efektif dan memberikan dampak 

signifikan kepada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 

Kabupaten Pelalawan. Kegiatan yang sama dengan 100% berarti memenuhi 

standar efektivitas berimbang namun, tidak melebihi ekspektasi dari Kantor 

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan. Hal 

ini mampu menjelaskan bahwa Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan 

Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan hanya ingin memenuhi target tanpa 

berusaha melewati target yang ditentuk Faktor Penyebab Rasio Value For 

Money pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di 

Kabupaten Pelalawan adalah : 
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a. Rasio Ekonomis  

Penyebab terjadinya rasio ekonomis tidak memenuhi kriteria ekonomis 

dikarenakan besarnya realisasi atas belanja yang dikeluarkan oleh kantor 

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan. 

Dengan menurunya tingkat rasio ekonomis Kantor Satuan Polisi Pamong 

Praja dan Pemadam Kebakaran, menunjukan bahwa intansi ini kurang 

mampu dalam melakukan memaksimalkan dana anggaran. 

b. Rasio Efisiensi 

Penyebab terjadinya rasio efisiensi tidak memenuhi kriteria efisiensi karena 

besarnya belanja yang dikeluarkan oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 

dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan, bahka realisasi belanja 

melebihi dari target yang ditetapkan. Dengan meningkatkannya rasio 

efisiensi menunjukan bahwa kinerja instansi ini mengalami penurunan dalam 

menghemat belanja, atas pendapatan yang diperoleh Kantor Satuan Polisi 

Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan. 

c. Rasio Efektifitas 

Penyebab terjadinya rasio efektivitas tidak memenuhi kriteria efektif 

dikarenakan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 

tidak mampu dalam mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan oleh 

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tersebut, 

dengan menurunya rasio efektivitas menunjukan bahwa kemampuan intansi 

dalam meningkatkan pendapatan mengalami penurunan.  
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                                                       BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

  

5.1 Kesimpulan  

 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 

1. Berdasarkan analisis data yang dilakukan di Kantor Satuan Polisi 

Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di Kabupaten Pelalawan pada 

tahun 2019 dan 2020 dilihat dari segi aspek ekonomis menunjukan 

presentase nilai 79%. Maka dapat dinyatakan kegiatan Satuan Polisi 

Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan bersifat 

ekonomis. 

2. Berdasarkan analisis data yang dilakukan di Kantor Satuan Polisi 

Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di Kabupaten Pelalawan tahun 

2019 dan 2020 dilihat dari segi efisiensi menunjukan presentase nilai 

319,85%, maka dapat dinyatakan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja 

dan Pemadam Kebakaran di Kabupaten Pelalawan bersifat efisien. 

3. Berdasarkan analisis data yang dilakukan di Kantor Satuan Polisi 

Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di Kabupaten Pelalawan tahun 

2019 dan 2020 dilihat dari segi aspek efektivitas menunjukan presentase 

nilai 96%. 

Maka dapat dinyatakan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan 

Pemadam Kebakaran bersifat tidak efektif. 
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4. Pada tahun 2019 dan 2020, hanya 2 kegiatan di tahun 2020 yang 

memenuhi elemen value for money. Hal ini menunjukan bahwa 

akuntabilitas kinerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam 

Kebakaran di Kabupaten Pelalawan masih belum memenuhi prinsip 

Value For Money. 

5.2 Saran  

 

Saran pada penelitian ini : 

1. Bagi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 

di Kabupaten Pelalawan diharapkan dapat mengevaluasi kegiatan-

kegiatan agar dapat memenuhi konsep Value For Money sehingga 

dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja Kantor Satuan Polisi 

Pamong Praja di Kabupaten Pelalawan. 

2. Bagi peneliti lainnya 

Penelitian selanjutkan diharapkan dapat mencari objek objek yang 

memiliki data yang lengkap. Serta melalukan wawancara sehingga 

mendapatkan informasi dan masalah dalam melaksanakan 

program-program pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan 

Pemadam Kebakaran. 
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